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BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Perekonomian Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah

daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan

terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan

daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia,

kelembagaan dan sumber fisik secara lokal (daerah).

Pembangunan ekonomi yang sentralistis dimasa lalu, mengakibatkan

terjadinya krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia, khususnya krisis

dibidang ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi merupakan akibat dari masalah

fundamental dan keadaan khusus. Masalah fundamental adalah tantangan internal

berupa kesenjangan yang ditandai oleh adanya pengangguran dan kemiskinan,

sedangkan tantangan eksternal adalah upaya meningkatkan daya saing

menghadapi era perdagangan bebas. Keadaan khusus adalah bencana alam

kekeringan yang datang bersamaan dengan krisis moneter yang merembet dari

negara tetangga. Krisis ekonomi ditandai melemahnya nilai tukar uang dalam
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negeri terhadap mata uang asing (Gunawan Sumodiningrat, 2000)(Jurnal

Frengky Lady).

Hal tersebut bukan gagal membangun perekonomian nasional yang kokoh,

tetapi justru telah menciptakan disparitas ekonomi antar daerah dan antar

golongan masyarakat dinegara kita. Disparitas ekonomi yang terjadi sudah sangat

mengkhawatirkan, karena selain telah memicu kecemburuan dan kerusuhan sosial,

juga telah menimbulkan gejala disintegrasi berbangsa dan bernegara.

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap

mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang

berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi

pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan

pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat

berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat.

Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang

memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah

pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai

munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI, hal tersebut ditandai

dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara

Kesatuan Republik Indornesia.

II.2 Perekonomian Desa

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga

merupakan badan hokum (Hanif Nurcholis, 2011:1). Denyut kehidupan di
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wilayah pedesaan umumnya lebih redup dari wilayah perkotaan. Apalagi wilayah

pedesaan banyak yang belum banyak dieksploitasi dan dimanfaatkan dengan

optimal. Perekonomian di desa tergantung pada sumber daya yang ada di desa itu.

Tapi berhubung sebagian besar wilayah pedesaan di Indonesia merupakan

wilayah agraris maka perekonomian desa didominasi oleh sektor pertanian.

Pekerjaan bertani juga didukung oleh budaya, adat istiadat dan tradisi penduduk

pedesaan yang sudah berlangsung secara turun temurun yang menjadikan bertani

sebagai sumber penghasilan utamanya. Sektor lain seperti industri dan jasa

biasanya sebagai pelengkap dari sektor pertanian. Tetapi keterbatasan lahan dan

keterbatasan pengetahuan tentang teknik pertanian menghambat kemampuan

produksi para petani untuk memperoleh price value yang memadai untuk

memperoleh surplus pendapatan dari sektor pertanian. Apabila surplus tersebut

tidak didapat maka harapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sulit

diwujudkan

Pertumbuhan ekonomi pedesaan cenderung lambat bila dibandingkan di

wilayah perkotaan. Padahal kawasan pedesaan memiliki potensi yang cukup besar

untuk dikembangkan. Perekonomian pedesaan didominasi sektor pertanian maka

lambannya pertumbuhan ekonomi di desa bisa dikorelasikan dengan seretnya

pertumbuhan di sektor pertanian. Kurangnya Modal, penyakit utama yang

menyebabkan kurang bergairahnya pertumbuhan di sektor pertanian adalah

masalah permodalan. Kurangnya modal membuat gerak petani untuk

meningkatkan skala usahanya, menjadi terbatas. Apalagi Petani di Indonesia,

sebagian besar berada dalam lingkaran garis kemiskinan. Berdasarkan data
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statistik pada tahun 2008, 21.2 juta orang atau 61 % dari total jumlah penduduk

miskin, berada di pedesaan. Selain itu, meskipun sektor pertanian merupakan

mata pencaharian utama penduduk desa, sebagian besar aktifitas produksi

pertanian bukan untuk dijual tapi untuk dikonsumsi sendiri.

Sebenarnya beberapa lembaga telah berupa mengatasi permasalahan

permodalan petani. Pemerintah sudah banyak mengucurkan kredit program yang

bentuknya antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR),

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil

(KUMK), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan sebagainya. Namun

meski jumlahnya banyak, kredit program belum juga dapat mengakomodasi

permodalan seluruh petani di Indonesia. Malah banyak yang tidak tepat sasaran

dan disalah gunakan. Kredit program juga disinyalir untuk kawasan tertentu saja.

Kalangan perbankan juga berupaya mengalirkan kredit untuk petani. Tapi

persyaratan kredit pertanian sering disamakan dengan sektor lain. Padahal sektor

pertanian mempunyai kharakteristik yang beda dengan sektor lain. Selain itu

risiko pertanian yang tinggi membuat bank menjadi super selektif dan super

prudent untuk menyalurkan kredit kepada petani.

Untuk kredit yang bersifat non formal petani bisa menggarap dari rentenir,

pedagang atau kelompok tani tertentu. Tapi biasanya lembaga tak resmi semacam

ini mematok bunga yang tinggi. Dengan adanya BMT, salah satu lembaga

pembiayaan yang dapat menjadi solusi permodalan petani adalah Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT). BMT berdiri sebagai lembaga keuangan mikro yang

menggunakan prinsip syariah. Fungsi organisasi BMT dibagi dua yaitu sebagai
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lembaga sosial dan lembaga pembiayaan. Sebagai lembaga sosial (Baitul Maal),

BMT berfungsi sebagai Amil yakni menampung dan menyalurkan Zakat, Infaq,

Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF). Sebagai lembaga pembiayaan (Baitut Tamwil),

BMT berfungsi melakukan kegiatan simpan pinjam dan pengembangan usaha-

usaha produktif dan investasi.

II.3 Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam saat ini sepertinya banyak sekali ditawarkan oleh

pemilik dana lebih. mulai dari yang berbadan usaha sampai perorangan. Usaha ini

kalau dilihat prakteknya sama seperti bank pada umumnya. Mungkin judul di atas

adalah usaha simpan pinjam dimana ada penyimpan dan ada peminjam namun

pada prakteknya bermacam macam, ada yang memang simpan pinjam tapi ada

cuma sebatas meminjamkan saja dan tidak menerima penyimpanan dana.

Untuk yang tidak menerima penyimpanan dana biasanya di kelola oleh

kelompok atau individu saja dengankan yang menerima keduanya biasanya sudah

berbadan usaha yg memiliki legalitas. Di atas kertas kedua jenis usaha tadi

semuanya legal dan memiliki llegalitas di antara peminjam dan penerima

pinjaman. Untuk bunga bermacam macam ada yg lebih murah dari bank umum

namun banyak yg lebih mahal dari bank umum.

Usaha Simpan Pinjam(USP) memiliki 2 (dua) aktivitas utama yaitu simpan

dan pinjam. Simpan merupakan aktivitas anggota menabungkan uangnya di USP,

baik bersifat regular (sesuai regulasi organisasi) maupun secara sukarela (berbasis

kesadaran dan kepedulian). Sementara itu, “pinjam” merupakan aktivitas USP
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memberikan pinjaman. Fakta menunjukkan, aktivitas “pinjam” cenderung lebih

digandrungi, sementara aksi “simpan” mayoritas lebih dikarenakan kebijakan

organisasi dan bersifat wajib atau memaksa. Oleh karena itu, tidak mengherankan

kalau kemudian sering terdengar keluhan keterbatasan modal yang

mengakibatkan naluri anggota untuk meminjam tidak terlayani seluruhnya. Atas

kondisi semacam itu, kemudian USP biasanya memberlakukan pola pembatasan

pinjaman, menerapkan sistem antri, memperpendek jangka waktu pengembalian

pinjaman, mengakses dana dari pihak eksternal dan lain sebagainya.

II.4 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam(UED-SP)

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam(UED-SP) menurut Permendagri

No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam

dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola

oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan dari adanya Usaha Ekonomi Desa(UED-SP) yaitu mendorong

kegiatan perekonomian perdesaan; meningkatkan kreativitas berwirausaha;

mendorong tumbuhnya usaha sektor informal; untuk penyerapan tenaga kerja;

menghindarkan masyarakat dari pengaruh rentenir; memfasilitasi masyarakat

untuk gemar menabung. Sedangkan sasaran utama program UED-SP adalah

mendorong pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat khususnya

perempuan diperdesaan melalui penumbuh-kembangan wirausaha masyarakat

dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya local.
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II.5 Pengertian Kredit

Dalam arti kredit atau pinjaman diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula

dalam bahasa latin kredit “Credere” yang artinya percaya. Maksud dari percaya

dari si pemberi kredit (kreditur) adalah ia percaya kepada si penerima kredit

(debitur) bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan

perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan

sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Pengertian tentang kredit dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkan

Undanga-undang pokok perbankan No.14 tahun 1967 Bab I pasal 1, 2 yang

merumuskan pengertian kredit sebagai berikut: “kredit adalah penyediaan uang

atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara

bank dengan lain pihak dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu denmgan jumlah bunga yang telah

ditentukan”.

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang-

undang No.17 tahun 1992 tentang perbankan Bab I pasal 1 ayat 12, memberikan

defenisi: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau

pembagian hasil keuntungan” (Hasibuan,2001 : 87).

Kredit merupakan suatu perkataan yang diambil dari bahasa latin “Credo”

berarti saya percaya, dengan kata lain, kepercayaan pada kemampuan seseorang
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untuk membayar. Kepercayaan ini didasarkan atas sebuah perjanjian. Jadi,

adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai “janji untuk membayar hutang” atau

sebagai izin untuk menggunakan barang dagangan seseorang dengan janji akan

membayarnya kembali setelah barang dagangan itu laku (Muslehuddin, 2004:32-

34).

Menurut Raymond P Kent dalam buku karangannya money and banking

menyatakan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau

kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada

waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Dari gambaran singkat diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua pihak yang

terlibat dalam kegiatan pengkreditan yakni kreditur atau pihak yang tersedia dan

mempunyai kelebihan uang/ dana/ barang/ jasa serta menawarkan kelebihan uang/

dana/ barang/ jasa tersebut dengan syarat yang ditentukan. Pihak penerima kredit

atau debitur yang memperoleh uang/ dana/ barang/ jasa dengan syarat yang

ditentukan.

Kredit juga merupakan lalu lintas pembayaran penularan barang dan jasa,

dimana pihak ke satu memberikan prestasi baik berupa uang, barang, jasa ataupun

prestasi lainnya. Sedangkan imbangan prestasinya akan diterima kemudian/

belakangan. (Rahmat, 2002:2)

II.6 Fungsi dan Tujuan Kredit

1. Fungsi Kredit

Ada beberapa fungsi kredit yaitu diantaranya sebagai berikut:
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a. Kredit dapat meningkatkan daya guna/utility uang

b. Kredit dapat meningkatkan daya guna/utulity barang

c. Kredit dapat meningkatkan predaran lalu lintas uang

d. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi

2. Tujuan Pemberian Kredit

Adapun tujuan kredit adalah sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan produktivitas

b. Dapat memperluas kesempatan kerja

c. Dapat meningkatkan kemahiran atau kematangan

d. Untuk dapat memperluas pasar

e. Meningkatkan daya beli

II.7 Perencanaan Kredit

Proses perencanaan merupakan awal dari manajemen pengkreditan, dimana

tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program pengkreditan

diitentukan melalui perncanaan, meskipun rencana yang dibuat tersebut bersifat

sederhana. Perencanaan kredit meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan

pemberian kredit, bagaimana menetapkan sasaran, program dari sektor-sektor

ekonomi mana yang akan dibiayai. Oleh karena itu perencanaan kredit akan

berupa kajian bagaimana dan kearah mana penyaluran kredit dilakukan. (Rivai,

2006:111).

Perencanaan merupakan suatu usaha untk menentukan suatu tujuan dan

bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Perencanaan harus disusun secermat
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mungkin dengan memperhitungkan segala faktor yang dapat mempengaruhinya.

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya

apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang

baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang,

dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan seta periode

sekarang pada saat rencana dibuat. (Handoko, 2003:77).

Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara

jumlah, sumber dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap

tingkat kesehatan dan likuiditas bank. Jelasnya rencana penyaluran kredit harus

seimbang dengan rencana penerimaan. (Malayu Hasibuan, 2001:91).

Perencanaan yaitu kegiatan untuk menciptakan dengan menyusun kerangka

kerja atau perencanaan atas pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai

tujuan dari suatu organisasi. Bagi manajer yang kegiatannya tidak pernah

menyusun rencana kerja atau program kerja secara cermat, akan membahayakan

apabila kepada yang bersangkutan diberi fasilitas kredit. Perlu diketahui bahwa

kredit yang diberikan bertujuan untuk membiayai suatu usaha yang merupakan

hasil perencanaan yang dibuat oleh manajer secara baik. (Rivai, 2006:312).

Perencanaan penyaluran kredit harus dilakukanm secara realitas dan objektifitas,

agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan dapat tercapai. Perencanaan

penyaluran kredit di dasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, jangka

waktu, dan dana agar tidak menimbulkan masalah. Kedua rencana ini

diperhitungkan secara terpadu oleh perencanaan secar baik dan benar. (Malayu

Hasibuan, 2001:90).
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Planning mempunyai karakteristik tersendiri. Ciri-ciri ini perlu diperhatikan

untuk mengetahui apakah rencana yang disusun itu benar-benar sehat/baik.

Karakteristik/Ciri-ciri dari Planning Sound adalah sebagai berikut:

1. Planning harus objektif, artinya disusun berdasarkan fakta dan data,  bukan di

dasarkan pada khayalan intuisi belaka.

2. Planning harus jelas dan mempermudah tercapainya tujuan. Disusun secara

jelas sehingga tidak ada keraguan bagi setiap anggota organisasi untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang disusun.

3. Rencana harus disusun oleh orang yang benar-benar mengerti organisasi dan

memahami teknik perencanaan.

4. Rencana harus bersifat sederhana, artinya disusun dengan bahasa yang jelas,

mudah dimengerti serta sistematisnya jelas.

5. Rencana harus luas atau fleksibel, artinya pola dasar yang permanen itu harus

dapat dengan mudah diadakan penyesuaian bila keadaan dalam pelaksanaan

mengharuskan demikian dan tidak menyebabkan perubahan pada pola dasar.

6. Rencana harus memudahkan pengawasan, yang diawasi, adalah pelaksanaan

dari perencanaan, karenanya penyusunan rencana harus disertai program yang

diteliti serta sistematisnya.

7. Rencana harus stabil, artinya tidak berpengaruh terhadap perkembangan yang

timbul baik dalam dunia perekonomian, perdagangan atau hal-hal yang

berpengaruh langsung pada organisasi.

8. Rencana harus lengkap dan integrated, rencana harus disusun lengkap

mendetail sehingga segala aspek mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaan
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harus tercakup didalamnya dan baik administrasi maupun operasional harus

berintegritas satu sama lain untuk menghindari kepincangan-kepincangan

disatu tempat yang pada akhirnya akan mengganggu kelancara usaha.

9. Rencana mengandung resiko, karena rencana menyangkut sama yang akan

datang dan sukar untuk diukur  apa yang akan terjadi, maka resiko yang

mungkin timbul harus sudah diperhitungkan, dikalkulasikan sedemikian rupa

sehingga didalam pelaksanaan nantinya segala kemungkinan telah

dipertimbangkan terlebih dahulu.

10. Rencana harus bersifat praktis dan progamatis, artinya rencana harus tercapai

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam organisasi,

kemampuan dan kekuatan yang ada, hal-hal yang mempengaruhinya.

II.8 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang dibayarkan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas

kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian

kepercayaan.

Unsur-unsur dalam kredit sebagai berikut: (Veithzal Rivai, 2006:5)

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberian kredit (kreditur) dan penerima

kredit(debitur). Hubungan keduanya merupakan hubungan kerja sama

yang saling menguntungkan.

2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang

didasarkan atas kredit realing penerima kredit.
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3. Adanya persatuan, berupa kesepakatan antara pihak bank dengan pihak

lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi

kredit.

4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada

penerima kredit.

5. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur

waktu essensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat

dari pemberi kredit maupun penerima kredit.

6. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik dari pihak penerima kredit

maupun penerima kredit.

7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi

kredit.

Sedangkan menurut Kasmir, 2000:13 unsur-unsur yang terkandung dalam

pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa

si kredit yang diberikan (baik berupa barang, uang atau jasa) benar-benar

diterima dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit.

Kesempatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangi hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka

waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
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4. Resiko

Akibat adanya tanggung jawab, maka pengembalian kredit akan

memungkinkan resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu

kredit.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas

pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita

kenal dengan nama bunga.

II.9 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain

sebagai berikut; (Kasmir, 2011:103)

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau untuk membangun

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit

investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-

mesin. Dimana masa pemakaiannya hanya untuk satu periode yang

relative lebih lama.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam

operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk
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membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produkif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

Sebagi contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan

menghasilkan barang. Kredit pertanian atau kredit pertambangan

akan menghasilkan barang tambang atau kredit industry lainnya.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dalam

kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan,

karena memang untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan

usaha. Sebagai contoh untuk kredit perumahan, kredit mobil pribadi,

kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil

penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun

atau paling lama dan biasanya digunakan untuk modal kerja.
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b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3

tahun, biasanya  untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang.

Kredit jangka panjang watu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5

tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang contohnya

perkebunan karet.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat

berbentuk barng atau tidak berwujud atau jaminan orang

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang

tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan

karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau

pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek seperti ayam, dan jangka panjang

seperti kambing.
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c. Kredit industry

Kredit untuk membiayai industry kecil, menengah dan besar

d. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka

panjang.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan sarana dan

prasarana pendidikan.

f. Kredit profesi

Diberikan kepada professional seperti dosen, dokter atau pengacara

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumaha.

h. Dan kredit sector-sektor lainnya

II.10 Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika

nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian

terhadap kredit yang disalurkan.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur

adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan

a. Jaminan benda berwujud
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Yaitu barang-barang yang dapat dijadikan seperti: tanah, bangunan,

kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan,

tanamam/kebun/sawah dan lainnya.

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan

jaminan seperti : sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah,

obligasi, rekening tabungan, wesel, promes, dan surat tagihan lainnya.

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit

tersebut macet, maka orang yang akan memberikan jaminan itulah

yang akan menanggung resikonya.

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan

bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan

yang benar-benar bonafit dan professional sehingga kemungkinan kredit

tersebut macet sangat kecil.

II.11 Kebijakan Kredit

Kebijakan penjualan kredit adalah merupakan pedoman yang ditempuh oleh

perusahaan untuk menentukan apakah kepada seorang pelanggan akan diberikan

kredit dan berupa jumlah kredit yang akan diberikan kredit tersebut. Perusahaan-

perusahaan tidak hanya mementingkan penentuan standar kredit yang diberikan

tetapi juga penerapan standar tersebut secara tepat dalam membuat keputusan-

keputusan kredit.
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Sebagian dari efektifitas perusahaan dalam menerapkan kebijaksanaan

pengumpulan piutangnya dapat dilihat dari jumlah kerugian piutang (bad debet

exspenses), karena jumlah piutang yang dianggap sebagai kerugian tersebut tidak

hanya tergantung kepada kebijaksanaan pengumpul piutang tetapi juga kepada

kebijaksanaan-kebijaksanaan penjualan kredit yang diterapkan. Untuk

menentukan kebijaksanaan kredit yang optimal, manajer keuangan harus

mempertimbangka beberapa variabel yang dikaitkan dengan piutang yang

meliputi standar kredit dan persyaratan kredit.

II.12 Standar Kredit

Melalaui perencanaan kredit maka perusahaan dapat menetapkan standar

dari kredit yang akan diberikan. Standar kredit dari suatu perusahan didefenisikan

sebagai kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sebelum

diberikan kredit.

Adapun faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan apabila perusahaan

bermaksud untuk mengubah standar kredit yang diterapkan adalah:

1. Biaya-biaya administrasi

Bila mana perusahaan memperlunak standar kredit yang diterapkan maka

berarti lebih banyak kredit yang diberikan dan tugas-tugas yang tidak

dapat dipisahkan dengan adanya pertambahan penjualan kredit tersebut.

Sebaliknya, apabila standar kredit diperketat maka jumlah penjualan

diberikan akan semakin kecil sehingga akan mengurangi biaya

administrasi.
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2. Investasi dalam piutang

Semakin besar kredit yang diberikan akan memperbesar biaya-biayanya

(carrying cost) bila standar kredit diperlunak, dan akan menurunkan

carrying cost bila mana standar kredit diperketat.

3. Kerugian piutang

Probabilitas (resiko) kerugian piutang akan semakin meningkat dengan

memperlunak standar kredit, dan akan semakin menurun bila mana standar

kredit diperketat.

4. Volume penjualan

Bila mana standar kredit diperlunak maka diharapkan dapat meningkatkan

volume penjualan, sedangkan apabila sebaliknya yang terjadi dimana

perusahaan memperketat standar kredit yang diterapkan maka dapat

diperkirakan bahwa volume penjualan akan menurun. (Syamsuddin, 2001

: 256)

II.13 Persyaratan Kredit

Persyaratan kredit merupakan kondisi yang diisyaratkan untuk pembayaran

kembali piutang dari pada pelanggan. Kondisi tersebut meliputi lama waktu

pemberian kredit potongan tunai (cash discunt). Serta pesyaratan khusus lainnya.

Untuk memungkinkan setiap orang layak memperoleh kredit dari

perusahaan pemberi kredit harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai

berikut:

1. Karakrer calon debitur baik atau jelek.
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2. Analisis informasi atau data tentang lokasi atau alamat rumah dan kantor

yang sesuai dengan KTP.

3. Analisis kemampuan membayar angsuran, dimana angsuran adalah 1/3

(sepertiga) dari pendapatan debitur.

4. Tentukan proyeksi cash flow usaha

Membandingkan surplus usaha terhadap kemampuan membayar angsuran.

(Syamsuddin, 2000 : 266)

Persyaratan kredit yang ditawarkan oleh perusahaan berisi informasi yang

menyatakan tetang periode kredit, besarnya saat pemotongan tunai serta saat

penentuan awal periode kredit. Semua faktor-faktor tersebut harus dinyatakan

secara jasa, misalnya ekspresi sebagai berikut: 2/20 Net 30. Persyaratan seperti ini

mengandung arti bahwa pembeli akan menerima potongan tunai sebesar 2%,

apabila pembayaran kredit dilakukan dalam waktu 20 hari setelah awal periode

kredit bila mana tidak mengambil potongan tunai yang ditawarkan (tidak

membayar dalam waktu 20 hari), maka keseluruhan jumlah hutang (piutang bagi

perusahaan penjual) harus dibayar dalam waktu paling lambat 30 hari sesudah

awal periode kredit. Dengan demikian persyaratan kredit menjadi 3 hal, yaitu:

1. Potongan tunai (cash discount)

2. Periode potongan tunai

3. Periode kredit

Periode kredit adalah jumlah hari mulai dari hari saat perhitungan periode

kredit sampai dengan saat pembayaran keseluruhan jumlah utang, tanpa
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memandang apakah ditawarkan potongan tunai atau tidak, maka periode kredit

dalam suatu transaksi harus dinyatakan dengan jelas. (Syamsuddin, 2001:324)

Potongan tunai (cash discount) ini merupakan pengurangan jumlah uang apabila

pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai yang sudah ditetapkan.

Periode potongan tunai (cash discount period) menunjukkan jumlah hari dimana

potongan tunai masih dapat diambil, yaitu mulai sejak awal perhitungan periode

kredit sampai dengan hari potongan tunai.

Penentuan awal periode kredit harus dinyatakan dengan jelas dalam

perjanjian-perjanjian atau persyaratan kredit yang diberikan. Pernyataan tentang

masa awal periode kredit dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, misalnya

berdasarkan tanggal faktur, dimulai pada akhir bulan ataupun pada saat barang

diterima.

II.14 Prosedur Kredit

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk

melaksanakan kegiatan pembiayaan (Zainul 2002 : 238). Dalam pemberian kredit

kepada nasabah, harus berdasarkan pada penilaian yang tepat dan pada waktu

penyelesaian pengembalian kredit tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan

kerugian kepada pihak yang memberikan kredit. Yang perlu diperhatikan adalah

kemungkinan tidak terbayarnya kredit yang diberikan. Pemberian kredit

mengandung sutu tingkat resiko tertentu, untuk menghindari resiko yang

kemungkinan terjadi maka permohonan kredit harus dinilai sesuai dengan dasar

prosedur dan persyaratan pemberian kredit. Pendekatan karakter merupakan
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pendekatan terpenting menilai kelayakan pengajuan calon nasabah. Apabila

penilaian layak maka akan dilakukan pendekatan saving power untuk menentukan

plafon yang diberikan.

Dalam menerapkan system-sistem yang menjadi keunggulan perlu adanya

promosi sehingga dapat konsumen, ini dapat dilakukan sehingga nasabah menjadi

tertarik. Dalam perkreditan perlu juga menerapkan strategi promosi yang dapat

dilakukan antara lain dengan prosedur dan persyaratan yang fleksibel sehingga

bisa bersaing. Orientasi pelayanan pada nasabah mencerminkan keunggulan

bersaing, adanya pelayanan yang diberikan dengan baik memberikan kepercayaan

dimana pelayanan tersebut mengutamakan kepentingan nasabah sehingga

meningkatkan kepercayaan nasabah.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum

sebagai berikut: (Kasmir, 2011 : 115)

1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai

berikut:

a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis

bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut perusahaan

dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan

pihak-pihak pemerintah maupun swasta.

b. Maksud dan tujuan

Apakah memperbesar omset perusahaan atau meningkatkan kapasitas

produksi atau mendirikan pabrik baru.
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c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang

ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.

d. Cara permohonan pengembalian kredit

Jelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan

kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lain

e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah

dipersyaratkan seperti: akte notaries, TDP (Tanda Daftar Perusahaan),

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), neraca laba-rugi tiga tahun

terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, photocopy sertifikat

jaminan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah

lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas

tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank inginkan. Wawncara ini

juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang

sebenarnya.
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4. On the spot

Merupakan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau sebagai objek yang

akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot

dicocokkan dengan wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit diterima atau ditolak, jika

diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit

yang akan mencakup:

a. Jumlah uang yang di terima.

b. Jangka waktu kredit.

c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit

Merupakan kelanjutan diputuskannya kredit, maka sebelum kredit

dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad

kredit. Penandatanganan dilaksanakan:

a. Antara bank denngan debitur secara langsungg atau

b. Dengan melalui notaries



36

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang

bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi

dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan

kredit, yaitu:

a. Sekaligus atau

b. Secara bertahap

II.15 Analisis Pemberian Kredit

Apabila perusahaan telah menetapkan standar kredit yang akan diterapkan

maka harus dikembangkan suatu prosedur untuk menilai siapa atau langganan-

langganan mana yang akan diberikan kredit. Disamping menentukan langganan

mana yang dapat diberikan kredit perusahaan biasanya juga menentukan sampai

seberapa banyak kredit yang diberikan kepada masing-masing langganan.

Adapun beberapa aspek yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam

penilaian terhadap calon langganan yang diberikan kredit sebagai berikut:

1. Aspek pasar dan pemasaran

Aspek ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat

diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai

dengan kredit bank serta meneliti pemasaran apa yang akan digunakan
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oleh investor atau pengelola proyek. Perlu juga diperhitungkan

perkembangan dan permintaannya di masa yang akan dating.

2. Aspek teknis

Aspek ini bertujuan untuk meneliti seberapa jauh kemampuan pengelola

proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek

serta kesiapannya dalam operasinya. Meliputi kelancaran produksi,

kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan ketersediaan dan

kelancaran bahan baku serta kualitas tenaga kerja yang dimiliki

3. Aspek manajemen

Aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari

manajemen pngelola proyek atau manajemen perusahaan. Dalam aspek ini

perlu diperhatikan struktur organisasi dan anggota-anggota manajemen

termasuk kemampuan dan pengalamannyaserta pola kepemimpinan yang

diterapkan.

4. Aspek yuridis (hukum)

Aspek ini bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas

darimperusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit

atau pembiayaan dari bank. Penilaian dari aspek ini meliputi status hukum

badan usaha, legalitas usaha dan juga legalitas barang-barang jaminan.

5. Aspek sosial ekonomi

Aspek ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan

dibangun dan akan dibiayai dengan kredit bank value added yang tinggi

dinilai dari pandangan sosial maupun makro ekonomis. Perlu diperhatikan
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juga apakah proyek tersebut mendorong pertumbuhan perekonomian

masyarakat atau mungkin bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama

masyarakat setempat.

6. Aspek keuangan

Aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari

manajemen pngelola proyek atau manajemen perusahaan dalam bidang

keuangan. Aspek ini meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur yang

akan dibiayai.

Ada dua faktor yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam penilaian

terhadap calon langganan yang diberikan kredit, yaitu:

1. Memperoleh informasi-informasi tentang keadaan langganan.

2. Menganalisa laporan keuangan dan buku besar hutang untuk menentukan

umur rata-rata hutang dagang perusahaan calon langganan selama ini.

Secara singkat penganalisaan terhadap kedua faktor tersebut sering kali

dengan istilah “the five C’s of credit” yaitu sebagai berikut:

1. Character (watak, keperibadian dan sifat)

Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada debitur bahwa

sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar

dapat dipercaya. Dalam melakukan analisis mengenai watak/karakter

berkaitan dengan integritas calon debitur. Integritas ini sangat menentukan

willingness to pay atau kemauan membayar kembali nasabah atas kredit

yang telah dinikmatinya.
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2. Capacity (kemampuan/kesanggupan).

Capacity adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal

kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian

pinjaman atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman disertai bunga

sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan.

Kemampuan-kemampuan nasabah yang harus diukur adalah sebagai

berikut:

a. Kemampuan (calon) nasabah dalam menyediakan dana untuk

pembiayaan.

b. Kemampuan (calon) nasabah untuk membangun proyeknya.

c. Kemampuan nasabah untuk menghasilkan produk dari proyeknya.

d. Kemampuan nasabah untuk menghasilkan produksinya.

e. Kemampuan nasabah untuk memperoleh laba dari penjualan tersebut.

f. Kemampuan nasabah untuk menyediakan cash yang memadai untuk

membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank

3. Capital (kekayaan, modal).

Prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang

dimiliki debitur terhadap usaha yang akan di biayainya, atau dengan kata

lain seberapa besar jumlah modal yang dimilikinya. Pembiayaan suatu

proyek yang akan dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank,

tetapi dibiayai bersama antara bank dan debitur. Oleh karena itu, pihak
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calon debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat bepartisipasi

dalam pembiayaan proyek.

4. Colleteral (jaminan, agunan).

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik secara fisik dan non

fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung kreditur dari kerugiaan.

Collateral ini umumnya adalah barang-barang yang diserahkan peminjam

kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterimanya.

5. Conditional of economic (kondisi ekonomi ).

Dalam menilai kredit hendaknya menilai kondisi ekonomi sekarang dan

masa akan datang sesuai dengan sektor yang memiliki masing-masing

debit (Syamsuddin, 2001:264-265). Kondisi ekonomi harus pula ikut di

analisis (paling sedikit selama jangka waktu kredit). Kondisi-kondisi

tersebut antara lain meliputi:

a. Kondisi dari sector industry dimana proyek akan dibangun.

b. Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus di impor.

c. Nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestic (rupiah).

d. Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

e. Kondisi perekonomian secara nasional, regional, dan global.

f. Kemudian untuk memperoleh sumber daya (bahan baku, tenaga kerja).

g. Tingkat bunga kredit yang berlaku.

Penilaian kredit dengan menggunakan metode 7P adalah sebagai berikut:
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1. Personality (kepribadian)

Yaitu, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya

sehari-hari maupun masa lalunya. Seperti: emosi, tingkah laku, dan sikap

dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party (golongan)

Yaitu, mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta

karakternya.

3. Perpose (tujuan)

Yaitu, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit,

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Contoh: apakah dana yang

dipinjam tersebut untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau

produktif dan lain sebagainya.

4. Prospect (prospek)

Yaitu, untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan dating

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya.

5. Payment (sumber pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

6. Profitability (kemampuan untuk membayar keuntungan)
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Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencarilaba.

Diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin

meningkat.

7. Protection (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau

jaminan asuransi.

Secara singkat sampai proses yang akan di lalui oleh peminta kredit sejak

pengajuan permohonan kredit sampai kepada realisasi kredit:

1. Debitur mengajukan permohonan penjualan kredit secara tertulis kepada

kreditur.

2. Debitur mengisi daftar isian/ formulir/ blanko/ aplikasi yang telah

disediakan oleh kreditur.

3. Kreditur melakukan penelitian atau menganalisa pribadi calon serta segala

sesuatu yang di syaratkan.

4. Setelah kreditur selesai menganalisa dan semua persyaratan telah

terpenuhi, dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit dan

pengaktifan jaminan.

Tujuan diadakannya penilainan kredit adalah agar yang akan diberikan

kredit selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
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1. Keamanan kredit (safety).

Artinya harus benar – benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi

kembali.

2. Terarahnya tujuan penggunana kredit (suitability)

Yaitu bahwa digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku.

3. Menguntungkan (profitable)

Baik bagi kreditur sendiri berupa penghasilan maupun bagi debitur yakni

berupa keuntungan dan makin berkembang usahanya.

Penilaian kredit demikian hanya mungkin dilakukan apabila tersedianya

informasi dan data yang cukup.dengan diketahuinya pemberian kredit,berarti

secara tidak langsung dapat pula diketahui hal-hal apa saja yang harus di

persiapkan oleh debitur sebelum atau dalam mengajukan permohonan.

II.16 Penetapan Bunga Kredit

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengarui oleh

keduanya, artinya bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi,

disamping pengaruh faktor-faktor lainnya seperti jaminan, jangka waktu,

kebijakan pemerintah dan target laba.

Faktor –faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku

bunga secara garis besar sebagai berikut:
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1. Kebutuhan dana .

Apabila bank kekurangan dan simpanan sedikit, sementara permohonan

pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut

dipenuhi meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku

bunga simpanan akan menarik simpanan nasabah untuk menyimpan uang di

bank dengan demikian kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank

kelebihan dana, dimana simpanan bank banyak tetapi permohonan sedikit,

maka bank akan menurunkan bunga simpanan sehingga mengurangai minat

nasabah untuk menyimpan atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit

sehingga permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dan simpanan,maka disamping faktor promosi,yang

paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika

untuk bunga simpanan rata-rata 16% /tahun maka jika hendak membutuhkan

dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing

17% /tahun. Namun  sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus di bawah

bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau

minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman.dengan

ketentuan batas maksimal atau minimal bunga simpanan maupun pinjaman

bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ikut
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besar dan demikian pula sebaliknya.oleh karna itu pihak bank harus hati-hati

dalam menentukan persentase.

4. Target laba yang diinginkan.

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang di

inginkan oleh bank. Jika laba diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut

besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus

berhati-hati dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang di

inginkan.

5. Jangka waktu.

Semakin  panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunga

nya,  hal ini di sebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa yang

mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek,

maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan.

Semakin likuid jaminan  yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit

yang dibebankan dan sebaliknya.

7. Reputasi perusahaan.

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat

menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karna

biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet di masa

mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
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8. Produk yang kompetitif.

Yaitu produk yang dibiayai kredit tersebut laku di kreditkan di pasaran.

Untuk produk kompetitif, bunga kredit yang di berikan relatif rendah jika di

bandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini di sebabkan

tingkat pengambilan kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di

pasarkan.

9. Hubungan baik.

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua nasabah yaitu;

nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini

didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan

terhadap bank. Nasabah  utama biasanya mempunyai hubungan yang baik

dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda

dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga.

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk

menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit.

Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafit baik dari segi

kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas nya terhadap bank,

sehingga bunga yang dibebankan pun juga berbeda demikian pula

sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafit atau tidak dapat

dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak

ketiga oleh pihak perbankan.
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II.17 Administrasi Dalam Pemberian Kredit

Ada beberapa tahapan dalam proses administrasi kredit meliputi hal-hal

sebagai berikut: (Djohan, 2000:161)

Sebelum kredit diberikan tahapan ini merupakan kegiatan administrasi yang

bersifat pasif meliputi pengumpulan data mikro yang berkaitan dengan calon

debitur.

1. Pada saat proses analisis.

Dalam proses analisis kredit terdapat kegiatan untuk mengumpulkan data

intern maupun ekstern yang selanjutnya diolah dan di administrasikan.

2. Pada saat keputusan kredit.

Kegiatan administrasi kredit dilakukan pada saat dimulainya hubungan

antara debitur dengan bentuk ikatan perjanjian kredit dan ikatan pemberian

jaminan. Pada  tahap ini semua pesyaratan kredit yang telah ditetapkan

harus diberitahukan secara resmi atau secara tertulis.

3. Pada saat kredit berjalan.

Kegiatan administrasi kredit meliputi pencatatan semua pelaporan kredit

meliputi laporat transaksi, stok bulanan, laporan keuangan triwulan,

semester dan tahunan.

4. Pada saat pelunasan kredit.

Kegiatan administrasi kredit meliputi perhitungaan kembali sisa kewajiban

yang harus dibayar debitur antara lain bunga tertunggak, biaya

administrasi dan biaya lainnya.
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5. Pada saat kredit bermasalah.

Penanganan debitur bermasalah memerlukan perhatian khusus atau tidak

sama dengan penanganan debitur lancar. Kegiatan yang perlu

dilaksanankan adalah peyempurnaan posisi meliputi kelengkapan

dokumen perkreditan dan penyempurnaan pengikatan barang jaminan.

II.18 Gejala Kredit Macet

Secara luas kredit macet adalah kredit yang tidak lancer atau kredit dimana

debiturnya tidak memenuhi persyaratn yang diperjanjikan, misalnya persyaratn

mengenai pembayaran bunga mengenai bunga, pengembalian pokok pinjaman,

peningkatan margin deposit, peningkatan agunan dan sebagainya. (Mahmoedin,

2002 : 3)

Ada beberapa gejala kredit macet antara lain menurunnya pendapatan

bersih, menurunnya secara tajam, meningkatnya penjualan secara tajam dan

debitur mulai ingkar janji.

1. Menurunnya pendapatan bersih

Turunnya pendapatan bersih dapat disebabkan oleh menurunnya

peneriman (total revenue) atau naiknya biaya total (total cost).

2. Menurunnya penjualan secara tajam

Turunnya penjuualan adalah wajar, mungkin karena situasi musiman

ataupun keadaan yang bersifat sementara. Tetapi jika turunnya penjualan

sangat tajam merupakan tanda-tanda perusahaan menemui titik kritis.
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3. Meningkatnya penjualan secara tajam

Naik penjualan adalah wajar dalam perkembangan debitur, tetapi naiknya

penjualan secara tajam perlu jadi pengamatan. Ada beberapa kemungkinan

terjadi perusahaan melakukan penjualan dibawah harga pokok dengan

tujuan memperoleh uang secara cepat dalam rangka melakukan berbagai

pembayaran.

4. Debitur mulai ingkar janji

Antara debitur dan kreditur selalu terikat dengan perjanjian yang

dituangkan dalam perjanjian kredit, antara lain kewajibannya membayar

bunga tiap bulan, atau melakukan angsuran pokok pinjaman secara periode

tertentu. Namun kenyataannya debitur tidak mampu memenuhi janjinya

(Mahmoed, 2001:47)

II.19 Penyebab Kredit Macet

Hampir setiap perusahaan mengalami kredit macet atau debitur tidak mampu

lagi melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas disebabkan oleh dua faktor:

1. Dari pihak perusahaan

Artinya dalam melakukan analisanya, pihak analisis kurang teliti, sehingga

apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi

akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam

analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak debitur

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal, yaitu:
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a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini debitur sengaja untuk tidak

bermaksud membayar kewajibannya kepada perusahaan sehingga kredit

yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan

untuk membayar.

b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar akan

tetapi tidak mampu, sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami

musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran dan sebagainya.

Sehingga tidak ada kemampuan untuk membayar kredit (Kasmir,

2000:102)

Dalam buku karangan Mahmoeddin halaman 52, ada beberapa hal yang

menyebabkan kredit macet antara lain:

1. Debitur memiliki karakter yang diragukan

Dengan kata lain, debitur memang berwatak nakal, mungkin saja pada saat

mengajukan permohonan kredit, semua sudah memenuhi syarat dan melalui

prosedur yang wajar, namun setelah dicairkan timbul keinginan untuk

mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati

2. Debitur memalsukan catatan dan pembukuan

Pemalsuan catatan dan pembukuan, baik pada saat pengajuan kredit maupun

pada saat kredit berjalan, dapat memberikan masukan yang dapat menipu

perusahaan. Catatan dan pembukuan nasabah merupakan sumber utama

dalam meneliti perjalanan bisnis debitur. Catatan tersebut palsu, maka si



51

pembaca catatan akan dibohong oleh debitur., cepat atau lambat ini akan

bermuara pada ketidak lancaran kredit nantinya.

3. Debitur mengalami musibah

Maksudnya disini debitur mengalami musibah, antara lain meninggal dunia.

II.20 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan,

sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah

dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu angsuran terutama bagi

kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai

untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya

dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian penyelamata

terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: (Kasmir,2000:129-131)

1. Reschedulling

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu

angsuran. Dalam hal ini debitur diberiakn keringanan dalam masalah jangka

waktu pembayaran kredit, misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit dari

6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih

untuk mengembailkannya, memperpanjang waktu angsuran hampir sama

dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya

diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan

hal itu tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan

pertambahan jumlah angsuran.
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2. Reconditioning

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan

yang ada seperti:

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu,

maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan

pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban

nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan

sebesar 20% pertahun diturunkan menjadi 18% pertahun. Hal ini

tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku

bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil,

sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban nasabah.

d. Pembebasan suku bunga

Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan

nasabah dengan tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan

tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok

pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara

menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang
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membutuhkan tambhan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

Tindakan meliputi:

a. Dengan menambah jumlah kredit.

b. Dengan menambah equity, yaitu dengan menyetor uang tunai dan

tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Kombinasi merupakan dari ketiga jenis yang di atas. Semoga nasabah dapat

saja diselamatkan dengan kombinasi antara reschedulling dan restructuring,

misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau

reconditioning denga reschedulling, misalnya jangka waktu diperpanjang

modal tambahan.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk

membayar semua hutang-hutangnya.

II.21 Menurut Pandangan Islam

Al-qard secara bahasa (etimologi) berarti potongan (القطع) yaitu istilah yang

diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut

qard sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu

itu terputus atau terpotong. Sehubungan dengan itu, aktivitas pencarian modal

diistilahkan dengan .(الإستقراض)
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Adapun Al-qard secara istilah (teminilogis) para ulama berbeda pendapat

sesuai dengan mazhabnya masing-masing.

1. Mazhab Hanafi

Meraka berpendapat bahwa qard adalah sesuatu yang diberikan sebagai

modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan

kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah asal jenisnya tidak

jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan ditakar, ditimbang, dan dihitung

jumlahnya.

2. Mazhab Maliki

Mereka berpendapat bahwa qard adalah penyerahan daridari seseorang

kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal

bagi pemberinya berhak mengambil barang tersebut dari orang yang

mendapatkan modal.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Sesuatu itu bernilai kebendaan dan bukan merupakan hal yang remeh.

b. Pemberian bersifat murni, maksudnya seluruh keuntungan atau manfaat

dari modal itu kembali atau menjadi milik pihak yang menjalankan usaha.

c. Tidak mengizinkan transaksi peminjaman yakni penerima modal tersebut

tidak mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan modal tersebut

sebagaimana seorang peminjam.

d. Mengambil barang pengganti. Hal ini sebagai pembeda dengan hibah

yakni suatu pemberian yang tidak mengharapkan adanya pengganti.
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e. Barang pengganti tidak berbeda jenis dengan modal. Hal ini dimaksudkan

sebagai pembeda dari transaksi salam.

3. Mazhab Syafi’i

Mereka berpendapat bahwa qard adalah sesuatu yang diberiakan sebagi

pinjaman modal. Qard merupakan pemberian pinjaman yang bersifat

menjalankan kebaikan sosial. Qard bisa dipersamakan dengan transaksi salaf

yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa

menurut kebiasaan berlaku.

4. Mazhab Hambali

Mereka berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan modal pinjaman

kepada orang yang menggunakannya dan modal itu akan dikembalikan berupa

barang penggantinya. Qard bagi mereka merupakan jenis transaksi salaf. Sebab

penerimaan modal pinjaman  mengambil manfaat dari modal tersebut. Hal ini

merupakan transaksi yang lazim terjadi. Jika modal telah diserahkan maka

pemberi modal tidak boleh mengambil manfaat dari modal tersebut, sebab

modal itu tidak lagi menjadi miliknya, namun ia berhak mendapat gantinya.

5. Abu Sura’I Abd Al-hadi

Menurutnya Qard atau pinjaman adalah suatu transaksi yang

menyempurnakan jalan pemilikan harta kepada pihak lain secara sukarela untuk

dikembalikan lagi kepadanya dengan hal yang serupa atau seseorang

menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang

tersebut mengembalikan penggantinya.
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6. Sayyid Sabiq

Menurut beliau Qard adalah harta yang diberikan seorang pemberi pinjaman

kepada orang yang meminjam untuk kemudian dikembalikan setelah mampu.

Dari beberapa pendapat tetntang defenisi Qard diatas, dapat di ambil

kesimpulan bahwa kredit atau qard adalah suatu transaksi atau perikatan antara

pihak kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur (penerima pinjaman) berupa

uang atau barang yang merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk

kepentingan peminjam dengan maksud akan mengembalikan sesuai dengan

jangka waktu yang telah disepakati, misalnya satu minggu, satu bulan, enam

bulan atau satu tahun.

Sedangkan Dasar Hukum terdapat pada ayat Al-qur’an. Ayat-ayat Al-qur’an

yang mendasari kredit (qard) diantaranya:

1. Al-Baqarah (2) : 245











Artinya: “Maka Alloh akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya

dengan lipat ganda yang banyak. Dan Alloh menyempitkan dan

melapangkan (rezki) dan kepda-Nya-lah kamu dikembalikan”
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2. Al-Muzzamli (73) : 20
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Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman

kepada Alloh pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu

perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi

Alloh sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.

Dan mohonlah ampunan kepada Alloh; sesungguhnya Alloh Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang”.

II.22 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Arif Tri Wibowo (2012), meneliti tentang “Analisis Prosedur

Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa (UED) Sumber Makmur

Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar” hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit yang digunakan yaitu

dengan standar operasional perusahaan seperti permohonan pemberian

kredit, evaluasi, keputusan, pencairan dan pemantauan yang sudah
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dijalankan sebagaimana mestinya dalam perundang-undangan

perbankan.

2. Wahyuni (2008), meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Penunggakan Kredit Oleh Debitur Pada PT. Federal International

Finance Cabang Pekanbaru” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

variable (X) character konsumen, capacity konsumen, condition off

economi yang terjadi berpengaruh signifikan terhadap variable (Y)

tunggakan kredit.

3. Frengky Lady (2008), meneliti tentang “Evaluasi kelayakan pemberian

kredit oleh PT.BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek, Malang”

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa character, capacity, capital,

collateral, condition of economic dan compliance yang layak menerima

kredit sebesar 80% (sebanyak 12 orang) dan tidak layak menerima

kredit sebesar 20 % (sebanyak 3 orang)

II.23 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikr

Character

Capacity Pemberian Kredit

Capital

Condition of economic

Collateral
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II.24 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu hipotesa suatu

hipotesa penelitian sebagai berikut “di duga bahwa penilaian kredit berpengaruh

terhadap pemberian kredit pada calon debitur atau nasabah Usaha Ekonomi

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Lembah Sari Makmur Kelurahan Lembah

Sari Kecamatan Rumbai Pesisir.

II.25 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai

berikut:

1. Variabel yang mempengaruhi (dependen = Y)

 Pemberian kredit

2. Variabel yang dipengaruhi (independen = X)

 Character (watak, kepribadian dan sifat)

 Capacity (kemampuan)

 Capital (modal)

 Collateral (jaminan/anggunan)

 Conditional of Economic (kondisi ekonomi)
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II.26 `Operasional Variabel

No Variabel Dimensi Indikator

1 Character
(watak)

Character merupakan sifat atau watak
seseorang. Sifat atau watak dari orang-
orang yang akan diberikan kredit benar-
benar harus dapat dipercaya.

1.Iktikad
konsumen
2. Gaya hidup

2 Capacity
( kapasitas)

Kemampuan debitur adalah analisis
untuk mengetahui kemampuan konsumen
dalam membayar kredit

1.
Kemampuan
mengelola
perusahaan
2.
Kemampuan
memasarkan
hasil produksi
3.
Kemampuan
menghasilkan
laba

3 Capital
(modal)

Untuk melihat penggunaan modal
apakah efektif atau tidak

Modal

4 Collateral
(jaminan)

Collateral merupakan jaminan atau
agunan seseorang dalam permohonan
pemberian kredit

1.   Persyaratan
Konsumen
2.
Pendamping/b
ahan(data)

5 Condition
of
economic
(kondisi
ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga
dinilai kondisi ekonomi, bisnis, social dan
politik yang ada sekarang dan prediksi
untuk masa yang akan datang. Penilaian
kondisi atau prospek bidang usaha yang
dibiayai hendaknya benar-benar memiliki
prospek yang baik, sehingga
kemungkinan kredit tersebut bermasalah
relative kecil.

1.  Musibah
2. Ketentuan
pemerintah


